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Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan

g I PAJAK Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)

@bicarapajak.id | @ Bicara Pajak Podcast
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Faktur Pajak
g I PAJAK PER-11/PJ/2022

Perubahan PER-03/P]J/2022

@bicarapajak.id | @ Bicara Pajak Podcast



|, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang

@- dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang
« mMmelakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

- penyerahan Jasa Kena Pajak.
(Pasal 1 Angka 23 UU PPN)

@bicarapajak.id |eBicara Pajak Podcast I Y | PAJAK



Y | Kewajiban dan Saat Pembuatan Faktur Pajak —

Faktur Pajak harus dibuat pada:

. » saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: + saat penerimaan pembayaran dalam hal

= penyerahan BKP; penerimaan pembayaran terjadi sebelum

= penyerahan JKP; penyerahan BKP dan/atau JKP;

= saat penerimaan pembayaran termin dalam hal

= ekspor BKP berwujud; ' .
penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

= ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau . _ .
» saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud,

= ekspor JKP. dan/atau ekspor JKP; atau

\ = saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri.

':@:' Ingat!

Dalam hal Pembayaran terlebih dahulu: Saat Penerbitan FP = Mana yang lebih

Saat Penyerahan = Saat Terutan
y g Saat Pembayaran = Saat Terutang dulu antara penyerahan atau pembayaran

!lPAJAK

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast



YIrauak

Faktur Pajak

D

Faktur Pajak Faktur Pajak Dokumen Faktur Pajak Faktur Pajak
Gabungan Tertentu yg Khusus oleh PKP Pedangang
diperlakukan PKP ritel untuk Eceran
sebagai Faktur OP Pemegang
Pajak Paspor LN

!lPAJAK

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast



Y | Faktur Pajak

Berbentuk Elektronik

=

Dibuat dan diunggah % E Mencantumkan Tanda
menggunakan aplikasi dari Tangan Elektronik
DJP

Pasal 73 ayat (1) PMK-18/PMK.03/2021

YlPAJAK

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast



Faktur Pajak
Kode dan Nomor Sen Faktur Pagak | 010.000-14, 12345678
Pengusaha Kena Pajak
Nama - xox

Alamat | 00000000000000000000
NPWP 07 773.920 9-502.000

Pembet Barang Kena Pajok / Penerima Jasa Kena Pajok

Nama : yyy

Alamat - yyyyy Y YYYYIYYYYYYYYy
NPWP : 24 166.003 4-721.000

............... . et (R Code metesl

Nardphone parg ceemsdivl fu
yorg e dubung

Referemi

Oalem W Prmguicha Kery Pajch
mencortumban referomwtotatan pods
sty e d sitir, thas & Dowh A
(e swan tercetai referemucotetan
Perguichs Kens Posh

UMD TAM AN OREXTORAT JONCERAL PAING T400s i 1) WA BOROnan W Dt o s rl.m-_r'

—p— 01" [y - |G oA

1 de

1

No Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Hage Ju':" K M,l n:::”“'“g
PRODUK KLM
Rp 5.000000x 3 15.000.000,00
| | Harga Jual / Penggantian 15.000.000,00
Dikurangi Petongan Harga 0,00
Dikurangi Uang Muka
Dasar Pongenaan Pajak 15.000.000,00
PPN « 10% x Dasar Pengenaan Pajok 1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) 0,00
SN SenQan Metertudn yang Detiahy, Dwertoeat Jecders! Paak mengatur Dahwa Faktur Paisk o telah SLINZAA0SI S0Ca8 elehlrank
SENPOON DR COenUARS 1aNd) 1304 Basah pada F ki Pajak il
JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014
Torggal
Merpakan tergpst
Pembastan [kt
Pack
QR Code: SLAMET AMAN SENTOSA
Kaode b berfungy sebogss
pegeman ¢faxtur. Untus
venihasl bode il depat Namu Penandatangan.
dickuban denger cora Narma PessberPegowst yong

BTunpck Oleh Pemgusain Kena
Popok sesant dongen Pasel 1y
PUR-2gP N0 A0
prrsbchaneys

Pemberitahuan:

Perebernahoan Drediorst andersl
Py btws s Peysh ov ek
EBuct Ltk mermentl hetentuen
Pasal vt PIR WP 00004 terstong Tate
Corw Pembuatan dan Peaporn
Foktir Pajal Berdeniy Licktronk

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

@ | Paling sedikit memuat S

Kode dan Nomor Seri FP

Identitas Penjual (PKP): nama, alamat, NPWP

Identitas Pembeli: nama, alamat, NPWP/NIK/nomor paspor/(NA)

Jenis barang/jasa, jumlah harga jual/penggantian, potongan harga

PPN dan PPnBM yang dipungut

Tanggal pembuatan Faktur Pajak

nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

v Faktur Penjualan dapat difungsikan sebagai Faktur Pajak sepanjang tetap
memuat keterangan di atas.

v" PKP diperbolehkan mencetak e-faktur di atas kertas yang disediakan khusus,
misalnya kertas berlogo perusahaan, menggunakan kepala surat perusahaan, dll.

!lPAJAK

Pasal 72 ayat (1) PMK-18/PMK.03/2021




Y | Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP).
NSFP dikeluarkan secara resmi melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

Kode Transaksi

!

!

|

Kode Status _l

0: Normal
1: Pengganti

I

Nomor Seri Faktur Pajak

Contoh range 100 Nomor Seri FP yang diberikan DJP:

900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100
900.21.99999901 s.d. 901.21.00000000
900.21.99999999 s.d. 901.21.00000098

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

Diberikan oleh DJP setelah
—»| PKP mengajukan permintaan
ke KPP tempat terdaftar

!lPAJAK



Sertifikat Elektronik dan Aktivasi Akun PKP

Memiliki:
Syarat PKP dapat membuat = Sertifikat Elektronik
e-Faktur = Akun PKP yang telah diaktivasi
= NSFP yang diberikan oleh DJP

Sertifikatm Aktivasim

= Permintaan dan pemberian Sertifikat Elektronik = Permintaan dan pemberian keputusan aktivasi akun
dilaksanakan berdasarkan PER-04/PJ/2020. PKP dilaksanakan berdasarkan PER-04/PJ/2020.

= Dalam hal atas permintaan aktivasi akun memenubhi
syarat, Kepala KPP/KP2KP:

* menyerahkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi
secara langsung kepada PKP; dan

* mengirimkan Password kepada PKP melalui alamat
posel (email) yang telah terdaftar di DJP.

= Contoh format surat pemberitahuan Kode Aktivasi
pada Lampiran huruf E PER.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

!lPAJAK



Nomor Seri Faktur Pajak

Permintaan NSFP
PKP dapat mengajukan permintaan NSFP secara:

= elektronik melalui laman yang disediakan/ditentukan oleh
DJP (berdasarkan user manual aplikasi e-Nofa atau

= langsung ke KPP/KP2KP dengan cara menyampaikan surat
permintaan NSFP.

Syarat Pemberian NSFP

= Memiliki Kode Aktivasi dan Password,
(jika hilang/lupa, dapat mengajukan cetak ulang Kode
Aktivasi/kirim ulang Password secara langsung ke KPP).

= Memiliki akun PKP yang telah diaktivasi.

= Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 Masa Pajak terakhir
yang telah jatuh tempo.

Penggunaan NSFPW

NSFP digunakan untuk pembuatan Faktur Pajak mulai tanggal
surat pemberian NSFP sesuai dengan tahun peruntukan yang
tercantum dalam surat pemberian NSFP.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

Jumlah NSFP yang Diberikan @

Paling banyak 75 NSFP, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP
yang belum pernah membuat dan melaporkan Faktur Pajak,
atau PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya membuat dan
melaporkan <75 Faktur Pajak.

Paling banyak 120% dari jumlah Faktur Pajak yang dibuat
dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN 3 Masa Pajak
sebelumnya, bagi PKP yang 3 Masa Pajak sebelumnya
membuat dan melaporkan Faktur Pajak >75 Faktur Pajak.

Jumlah tertentu, bagi PKP baru dikukuhkan, PKP
pemusatan, atau PKP yang mengalami peningkatan usaha
yang karena kegiatan usahanya membutuhkan NSFP dengan
jumlah teretntu.

- Permintaan NSFP dengan jumlah tertentu harus
disampaikan langsung ke KPP/KP2KP.

Format Surat Permintaan dan Pemberian NSFP w

Contoh format surat permintaan NSFP pada Lampiran huruf
F PER.

= Contoh format surat pemberian NSFP pada Lampiran huruf

G dan huruf H PER.

!lPAJAK



° Urutan Prioritas Penggunaan Kode Transaksi
¥ | Kode Transaksi dalam FP

Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP vyang
melakukan penyerahan BKP/JKP.

Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah yang T‘g;;g;‘;k Y 07/08
PPN/PPnBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. :
Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang Ul
PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya.
Ye
Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain ¢fm. Pasal 8A ayat (1) UU T%rzn;g;t;k = 02/03

PPN yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.
Penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu cfm. Pasal 9A Tidak
0 > ayat (1) UU PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Penyerahan lainnya yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan Termasuk Ya
penyerahan BKP/JKP (menggunakan tarif selain Pasal 7 ayat (1) UU PPN, penyerahan 06?
BKP kepada turis). Tidak
07 Penyerahan BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau
ditanggung pemerintah. Termasuk Ya 04/05/05
Penyerahan BKP/IKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan 04/05/09?
PPN/PPI’]BM. Tidak
Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan ¢fm. Pasal 16D UU PPN yang PPN-nya dipungut oleh PKP vyang “

melakukan penyerahan BKP.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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Y | Faktur Pajak Pengganti

Apabila terdapat kesalahan dalam

pengisian/penulisan dalam Faktur Pajak sehingga

tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan

jelas, PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti

untuk memperbaiki FP yang telah diterbitkan, misal:

» Kekeliruan dalam pengisian detail transaksi pada
nomor faktur pajak.

* Nama lawan transaksi.

« Alamat lawan transaksi.

* Pencantuman jumlah barang dan/atau jasa.

» Harga per satuan dari BKP/JKP.

* Pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPnBM.

* |sian tentang pembayaran uang muka dan/atau
termin.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast




Y | Faktur Pajak Pengganti

» Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan
aplikasi e-Faktur atas permintaan pembeli BKP/penerima JKP atau kemauan
sendiri.

= SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti masih
dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.

= NSFP Faktur Pajak pengganti sama dengan NSFP Faktur Pajak yang diganti.
» Kode status diisi 1 (satu), kode transaksi yang digunakan sesuai peruntukan.

» Tanggal Faktur Pajak pengganti yaitu tanggal pada saat Faktur Pajak
pengganti dibuat.

= Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT
Masa PPN maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN
yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti.

= Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang diganti dalam SPT
Masa PPN maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa
PPN yang bersangkutan untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti. ‘

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast




Y | Faktur Pajak Pengganti

Dampak:
Bagi penjual:

* Menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak - Pembetulan SPT Masa PPN jika FP yg diganti

yang sama dengan Nomor Seri Faktur sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
Pajak yang diganti (FP Normal) Bagi pembeli:
» Kode Status (digit ke-3) = 1 - Apabila FP yang diganti sudah dikreditkan
* Misal: dari 010 menjadi 011 dalam SPT Masa PPN, maka pembeli juga harus

melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada
masa FP Pengganti dilaporkan.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast



Y | Pembatalan FP

PKP harus melakukan pembatalan Faktur

Pajak yang telah dibuat jika:

- Terdapat transaksi penyerahan BKP/JKP
yang dibatalkan

- Terdapat penyerahan barang/jasa yang
seharusnya tidak dibuatkan e-Faktur

pajak CANCELLED

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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Y | Pembatalan FP —

e Dilakukan oleh PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

e SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dibatalkan masih dapat disampaikan
atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan.

e Dalam hal pembatalan Faktur Pajak karena terjadi pembatalan transaksi, harus didukung
bukti/dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi.

e Dalam hal PKP penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka
PKP penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN
dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM sebesar 0 (nol).

e Dalam hal PKP penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka
PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara
melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM
sebesar O (nol).

e Dalam hal PKP pembeli telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN maka
PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara
melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai DPP, PPN, dan PPnBM
sebesar 0 (nol)

@bicarapajak.id |eBicara Pajak Podcast ! | PAJAK



Y | FP yang terbit lebih dari 3 bulan

« Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah
melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat
Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak
diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

« PKP yang membuat Faktur Pajak tersebut » 3
dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

» PKP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang v
perpajakan. (sanksi administratif berupa denda : 7 I '
sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 -
ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang

KUP)). |
* PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut / 2 9
merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat

dikreditkan.

Pasal 71 PMK-18/PMK.03/2021 \ 2 ¢ 2
?? PAJAK'

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast




Y | Larangan Membuat Faktur Pajak —

= QOrang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang
membuat Faktur Pajak.

= Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan tersebut harus
menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara dan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 14 UU No 8 Tahun 1983 stdd UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Sanksi Pasal 39A UU KUP
menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak : dipidana dengan

ptdana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

YlPAJAK
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@ | Faktur Pajak Gabungan __

PKP dapat membuat Faktur Pajak gabungan:

= ] (satu) Faktur Pajak yang
meliputi seluruh penyerahan
yang dilakukan kepada pembeli
BKP dan/atau penerima JKP
yang sama selama 1 (satu)
bulan kalender.

» Harus dibuat paling lama pada
akhir bulan penyerahan BKP
dan/atau JKP.

!lPAJAK



Y | Faktur Pajak Gabungan

0 Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum

penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, Faktur
Pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP
dan/atau JKP

0 Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang wajib dibuat Faktur

Pajak dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) kode transaksi, PKP dapat
membuat Faktur Pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang
sama, untuk tiap-tiap kode transaksi.

PENGECUALIAN:

@ Faktur Pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP
yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP ke
dan/atau dari kawasan tertentu atau tempat tertentu.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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Y | Contoh FP Gabungan —

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT B dan menerima pembayaran dari PT B selama
bulan April 2022 sebagai berikut:

. Harga Jual/
Tanggal Uraian Pembayaran (Rp)
4 Penyerahan BKP 1.000.000
11 Penyerahan BKP 1.500.000
18 Penyerahan BKP 2.000.000
19 Penerimaan pembayaran dari PT B atas penyerahan tanggal 4 April 2022 1.000.000
25 Penyerahan BKP 2.500.000
26 Penerimaan pembayaran uang muka dari PT B untuk penyerahan yang akan 250.000
dilakukan pada bulan Mei 2022
30 Penyerahan BKP 3.000.000

Dalam hal atas penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) kode transaksi dan PT A memilih membuat Faktur
Pajak gabungan maka PT A wajib membuat Faktur Pajak gabungan pada tanggal 30 April 2022 yang meliputi
seluruh penyerahan yang dilakukan dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April 2022, yaitu dengan
Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp10.250.000,00 (Rp1.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + Rp2.000.000,00 +
Rp2.500.000,00 + Rp250.000,00 + Rp3.000.000,00).

@bicarapajak.id |eBicara Pajak Podcast Y | PAJAK




Y | Contoh FP Gabungan

PT A yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV C sebagai berikut:
a. penjualan BKP berupa komputer pada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30 April 2022; dan

b. pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18, dan 25
April 2022.

Berdasarkan data di atas maka PT A wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode transaksi
01 atas penyerahan (penjualan) BKP berupa komputer dan kode transaksi 04 atas penyerahan
(pemberian cuma-cuma) BKP berupa keyboard dan mouse komputer. Dalam hal PT A memilih untuk
membuat Faktur Pajak gabungan maka PT A wajib membuat:

a. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode transaksi
01 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada bulan April 2022;

dan
b. 1 (satu) Faktur Pajak gabungan pada tanggal 25 April 2022 atau paling lama tanggal 30 April

2022 dengan menggunakan kode transaksi 04 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa
keyboard dan mouse komputer yang dilakukan pada bulan April 2022.

!lPAJAK
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Y|

Faktur Pajak Khusus oleh PKP Ritel Tertentu yang

menyerahkan BKP kepada OP pemegang paspor LN
PMK-120/PMK.03/2019

1. CONTOH FORMAT FAKTUR PAJAK KHUSUS:

Lembar ke-1 : untul Turis Asing dalam rangha
pengajuan pengembalian PEN

Lembar ke-2 : untuk UPRPPN Bandara melalui Turis
Asing

Lembar ke-3 : untuk arsip PKP Toko Retail melalui
Toko Retail

(U296 LEE0.0.0.0.0.6.0,.6.6.0.4 H—_— (4}
ggal/ Date dd-mm-yyyy). 5
PENGUSAHA KENA PAJAK P |
TAXABLE ENTERFRISE
TAXPAYER IDENTIFICATION NIJMHHR
ALAMAT .8
ADDRESS
NAMA -9
NAME
NOMOR PASPOR USSR SPSSY o | ) |
PASSPORT NO.
ALAMAT (11}
ADDRESS
Total Pembayaran / .
Totd Vadue ¥ RpS50.000,00 ... (12}
PPN/ VAT REp 50.000.00 ... (13}

NOMOR STRUK/ INVOICE NUMBER............(3]
JTUR PAJAK KHUSUS/ TAX !NVOJ’CL

Tanda tangan Penjual dan Stempel
/ Retailer's signature & Stamp

(Nama,/ Name) ..o, (14)

fva

the

Pernyataan Toko Retail/ Retailer's Declaration:
Saya menyatakan bahwa Turis Asing telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian PPN,
{1 declare that the foreign tourist has purchased the goods and has the right to claim a VAT refund)

Syarat dan Ketentuan / Term and Conditions :

PPN vang dapat diminta kembali paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari satu atau
beberapa Faktur Pajak Khusus dalam janghka waktu 1 (satu) bu]'m scbclum kcber'mgk'ltan ke luar Daerah Pabean.

Invoices within 1 (one] month before leaving Indonesia)
Segala biaya terkait transfer nang p balian PPN ke rel
mengurangi jumlah pengembalian PPN bersangkutan,
(4l fees related to VAT Refund money transferred to the foreign tourist account charged to the foreign towrist by reducing

T that can be refunded is at least Bp500,000.00 (five I rupiahs)

ing of one or more Tax

ing Turis Asing dibebankan kepada Turis Asing dengan

amount of VAT Refund concerned)

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

Kode Transaksi 06

Kode dan nomor seri Faktur Pajak
Khusus dihasilkan oleh system
web based DJP

Atas FP Khusus yang salah dalam
pengisian/penulisan dapat
diterbitkan FP Khusus Pengganti,
sepanjang belum diajukan
permintaan pengembalian oleh
Turis Asing

!lPAJAK



Dokumen Tertentu yang
Ql P A JA k | kedudukannya dipersamakan
dengan Faktur Pajak
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PER-16/PJ/2021 .

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu

Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi

3. Bukti penerimaan pembayaran (struk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan
komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher;

4. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;

bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;

tiket, tagihan surat muatan udara (airway bill), atau delivery bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan

udara dalam negeri;

nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;

bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;

bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;

dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);

SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan risalah lelang, yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut;

12. Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice d a n bill of lading atau airway bill yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;

13. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;

N —

o U

— = O 00
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PER-16/PJ/2021 .

Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

14. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang
dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP;

15. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan
surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau
nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai
PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

16. surat penetapan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas barang kiriman yang mencantumkan identitas
pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

17. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak Berwujud atau JKP serta
nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;

18. bukti pungut PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor
Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat
Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem
elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar
pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

@bicarapajak.id |%Bicara Pajak Podcast ! | PAJAK



PER- 16/PJ/2021 -
Y | Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

19. dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh
Pengusaha Kena Pajak;

20. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat
Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;

21. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan: 1) pemberitahuan
pabean untuk pengeluaran BKP; 2)invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui
mekanisme pengeluaran BKP; atau 3)invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;

22. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa
nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK);

23. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli
dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor,
pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:

a. pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;

b. invoice atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP;
atau

c. invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;

@bicarapajak.id |%Bicara Pajak Podcast ! | PAJAK



PER- 16/PJ/2021 -
Y | Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

24. SSP atas pelunasan PPN terkait dengan pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku
Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang
pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean
untuk pengeluaran BKP;

25. Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan
BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri
dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:

a. bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan
negara secara elektronik;

b. bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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PER- 16/PJ/2021 -
Y | Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai FP

”&—,; 7 e . . :
e Dan berbagai dokumen lainnya di luar PER-16
= — yang dipersamakan dengan faktur pajak oleh

[ e————— peraturan perundang-undangan di bidang
r=a v perpajakan, seperti statement of account dari
t?‘%-; - exchanger perdagangan aset kripto, statement of
P — e, > account perusahaan asuransi kepada agen
| ————— " asuransi, dll.

!lPAJAK
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QI Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

= PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/
penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, termasuk yang
dilakukan melalui PMSE, merupakan PKP Pedagang Eceran.

- Tidak ditentukan berdasarkan KLU.

Bukan Konsumen

Akhir
NN = PKP Pedagang Eceran dapat membuat Faktur Pajak eceran atas
- penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir tanpa mencantumkan
BKP/JKP identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual.

Termasuk melalui PMSE

* Faktur Pajak eceran dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi

~~ cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau

BKP/JKP

Termasuk melalui PMSE

Konsumen Akhir

<k

Karakteristik Konsumen Akhir

= pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara
langsung barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima; dan

= pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau
memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli/diterima untuk
kegiatan usaha.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast

pembayaran lain yang sejenis

- Dapat berbentuk elektronik.

Faktur Pajak eceran dapat juga dibuat atas:
= pemakaian sendiri BKP/JKP; dan

= pemberian cuma-cuma BKP/JKP kepada
konsumen akhir.

» penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan
fasilitas tidak dipungut PPN atau

dibebaskan dari pengenaan PPN.
YIrauak



Y | Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran _—

FP PKP PE dapat TIDAK Keterangan dalam Dapat berupa:
mencantumkan: FP PKP PE Bon Kontan, Faktur
Penjualan, Segi Cash

|dentitas Penjual: nama, Reor 29 .
alamat, NPWP egister, Karcis, Kuitansi

Identitas Pembeli: nama,

alamat, NPWP/NIK Jenis Barang/Jasa, Harga

Jual/Penggantian, Potongan

Nama dan tanda tangan Harga
penjual
PPN/ PPnBM
v
Kode, nomor seri)Tanggal FP Sebagai PM yang tidak
dapat dikreditkan

Ditentukan sendiri oleh PKP PE

Dapat berupa nomor invoice/nota

YlPAJAK
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| Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN | s ORMULR 11188 L
NAMA PKP 1 MASA : =4 - (mm-mm-yyyy)
NPWP : - . Pembetulan Ke : [ :|
URAIAN [ DPP (Rupiah) [ PPN (Rupiah) PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan

Pelaporan FP PKP PE dalam SPT A [Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak BerwuludlJKP o) 0 ]
Masa PPN: B.|Penyerahan Dalam Negeri
PKP tida k pe rl u mela porka n Satu _ 1. Penyerahan Dalam Megeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung 0 0 0 ;

—»I 2. Penyerahan Dalam MNegeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

persatu FP tersebut, melainkan
digabung menjadi
satu/diakumulasikan/digunggung.

C.|Rincian Penyerahan Dalam Negeri

. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnEM-nya harus dipungut sendiri
(Jumlah |.B.1 dengan Fakbur Pajak Kode 01,04,06 dan 08 ditambah |.B.2)

]

. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnEM-nya dipungut cleh Pemungut PPN
(Jumiah |.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03}

. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPREM-nya tidak dipungut
{Jurnlah 1.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07}

. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnEM
{Jurmiah |.B.1 dengan Faklur Pajak Kode 08)

w

.

UL

Il. Rekapitulasi Perolehan

GMrOPLA0PMI> OMrOP-L0PMD> OMEDP-SOGPMIDI> OMCDPHOPEPMIDPF OMEOP-AOPMIDP

Impar BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP
A dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 0 0 0
B. | Perclehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan 0 0 0

Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang ‘
c Mendapat Fasilitas ] 0 ]
D.| Jumlah Perolehan (ILA + IL.B + II.C) 0 0 0 —

Ill. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan -

A, | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan { LA+ 11.B ) 0 1 - ”
B. | Fajak Masukan Lainnya }

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak - (mm-yyyy) W

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan |

4. Jumlah (IILB.1 + ILB.2 + lI.B.3) 0 |
C.| Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (llIl.A + 11.B.4) 0
DA232.07

b
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Y | Batas Waktu Upload e-Faktur

e-Faktur wajib diunggah (di-upload) menggunakan aplikasi |
e-Faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. |

e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP

UPLOAD
PALING LAMBAT

Syarat untuk memperoleh persetujuan DJP: TAN G G A L

= NSFP yang digunakan untuk penomoran e-Faktur merupakan
NSFP yang diberikan oleh DJP; dan 1 5

» e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu paling lambat
tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

BUKAN FAKTUR PAJAK

BULAN BERIKUTNYA
setelah tanggal e-Faktur

!lPAJAK
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& | Contoh Kasus Batas Waktu Upload e-Faktur

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PT H membuat e-
Faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal
Faktur Pajak 11 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat
Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14 Mei 2022.

Dengan demikian, e-Faktur yang dibuat dan diunggah (di-upload) oleh PT H tersebut dapat diberikan
persetujuan dari DJP karena diunggah (di-upload) ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15
Mei 2022.

PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PT H membuat e-
Faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal
Faktur Pajak 18 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat
Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e- Faktur pada tanggal 16 Mei 2022.
Dengan demikian, DJP tidak memberikan persetujuan (reject) atas e-Faktur yang diunggah (di-
upload) tersebut karena diunggah (di-upload) setelah tanggal 15 Mei 2022.
A e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari DJP (reject) tersebut

bukan merupakan Faktur Pajak.

!lPAJAK
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PMK-65/PMK.03/2010 -
QI Nota Retur

9
X

Dibuat saat terjadi pengembalian BKP baik
sebagian maupun seluruhnya

Tidak dibuat jika BKP yang dikembalikan
diganti dengan BKP yang sama, baik dalam
jumlah fisik, jenis, harga.

Dibuat oleh Pembeli, baik PKP maupun
nonPKP

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast




PMK-65/PMK.03/2010 ]
Y | Nota Retur

Bagi Penjual:

* PPN yg dikembalikan menjadi pengurang Pajak Keluaran

* Pengurangan PK oleh Penjual dilakukan dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian
BKP atau pada masa dibuatnya Nota Retur

Bagi Pembeli berstatus PKP:

« Jika PM telah dikreditkan, makan menjadi pengurang PM dalam masa pajak terjadinya
pengembalian BKP

« Jika PPN atas BKP yg dikembalikan tidak dikreditkan dan dibebankan sbg
biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta (BKP), maka atas nota retur menjadi
pengurang biaya/harta, dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP

Bagi Pembeli NonPKP:

» Jika PPN atas BKP yang dikembalikan sudah dibebankan sebagai biaya/dikapitalisasi
dalam harga perolehan, maka atas Nota Retur menjadi pengurang biaya/harta,.pada
masa pajak terjadinya pengembalian BKP.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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PMK-65/PMK.03/2010

Y | Nota Retur

Bentuk Nota Retur dapat disesuaikan dengan kebutuhan administrasi pembeli, namun paling

sedikit harus mencantumkan keterangan sbb:

NOTA RETUR
No Urut Nota Retur
Pembeli BKP Nama , Nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak
»;';:;;t } dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan
Kepada Penjual
Nama
IAlamat
NPWP
~ Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
T ST T > . K
No Macam dan jenis Kuantum* Faktur Pajak Harga Jual BKP (Rp) PaJak Pembeli
Urut BKP (Rp)
Nama, alamat, Nomor Pokok Waijib Pajak
umlah Harga Jual BKP yang dikembalikan Pengusaha Kena Pajak Penjual;
PPN yang diminta kembali
PPnBM yang diminta kembali Jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak
----------------------- 20uvee yang dikembalikan, PPN dan PPnBM yg dikembalikan
[T )
Lembar ke-1: untuk PKP Penjual _Tanggal Pembuatan Nota Retur
Lembar ke-2: untuk Pembeli >
Lembar ke-3: untuk KPP tempat Pernbeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP) Nama dan tanda tangan

*} khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi.

@bicarapajak.id | e Bicara Pajak Podcast
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¥ | Nota Pembatalan

Definisi Pembatalan JKP : Pembatalan JKP adalah
pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas
atau kemudahan oleh pihak penerima JKP.

Pihak Yang Membuat Nota Pembatalan: Dalam hal

terjadi pembatalan penyerahan JKP, Penerima Jasa

) harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan
kepada PKP Pemberi JKP (baik PKP maupun Non-PKP).

CANCELLED

Saat dibuat : Nota Pembatalan harus dibuat pada saat
JKP dibatalkan.

!lPAJAK
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PMK-65/PMK.03/2010 ]
¥ | Nota Pembatalan

Bagi Pemberi Jasa:

PPN dan/atau PPnBM dari JKP yg dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun
seluruhnya) menjadi pengurang Pajak Keluaran dan/ atau PPnBM yang terutang.
Pengurangan PK dilakukan dalam Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP atau saat
dibuatnya Nota Pembatalan.

Bagi Penerima JKP berstatus PKP:
Jika PM telah dikreditkan, maka menjadi pengurang PM dalam masa pajak terjadinya
pembatalan JKP.

Jika PPN atas JKP yg dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun seluruhnya) tidak
0 dikreditkan dan dibebankan sbg biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tsb,
CANCELLED menjadi pengurang biaya/harta, dalam masa pajak terjadinya pembatalan JKP.

Bagi Penerima JKP Non-PKP:

Jika PPN atas JKP yang dibatalkan penyerahannya (sebagian maupun seluruhnya) sudah
dibebankan sebagai biaya/dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tsb, maka atas
Nota Pembatalan menjadi pengurang biaya/harta, pada masa pajak terjadinya
pengembalian BKP.

!lPAJAK
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g | Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat, dan Dianggap Tidak Dibuat

Tidak memenuhi

.

= e-Faktur tidak mencantumkan keterangan cfm. Tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat
Pasal 5 PER atau Faktur Pajak PKP pedagang eceran seharusnya Faktur Pajak dibuat.
tidak mencantumkan keterangan cfm. Pasal 26 ayat
(2) PER.

» Mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya
atau sesungguhnya. =

= Berisi keterangan yang tidak sesuai dengan Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan
ketentuan pengisian keterangan cfm. PER. sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau
dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak lengkap dan/atau yang dianggap tidak
dibuat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

*
&3
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% | Contoh Faktur Pajak Tidak Lengkap

PT | merupakan PKP yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri (pabrikan) sepatu. Berdasarkan surat pengukuhan PKP, diketahui PT |
memiliki NPWP 03.456.789.1-012.000 dan beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42G, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Selain
menjual sepatu kepada distributor, PT | juga melakukan penjualan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir melalui toko ritelnya
yang bernama Toko I-Sepatu.

a. PT | menjual sepatu kepada distributor Tuan Ogi, warga negara Indonesia orang pribadi, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 42B,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Atas penjualan sepatu tersebut, PT | membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan
identitas Pembeli BKP sebagai berikut:

Nama : Ogi

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 42B, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
NPWP : 00.000.000.0-000.000

NIK/paspor : -

Dengan demikian, PT | membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena Faktur Pajak tidak mencantumkan keterangan cfm.
Pasal 5 huruf b angka 2 PER, yaitu mencantumkan NPWP 00.000.000.0-000.000, tetapi tidak mencantumkan NIK.

b. PT | menjual sepatu kepada distributor CV J, NPWP 72.345.678.9-012.000. Atas penjualan sepatu tersebut, PT | membuat Faktur Pajak
dengan mencantumkan kode transaksi 04 pada isian kode dan NSFP. Dengan demikian, PT | membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak
lengkap karena Faktur Pajak berisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara cfm. Lampiran huruf B angka 2 huruf a angka 1) PER,
yaitu mencantumkan kode transaksi 04, seharusnya kode transaksi 01.

c. PT I menjual sepatu kepada konsumen akhir Nyonya Fio melalui Toko I-Sepatu. Atas penjualan sepatu tersebut, PT | membuat Faktur Pajak
bagi PKP pedagang eceran berupa faktur penjualan dengan mencantumkan identitas penjual BKP sebagai berikut:

Nama . PTI
NPWP : 03.456.789.1-012.000
Alamat Do-

Dengan demikian, PT | membuat Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan cfm. Pasal 26 ayat
(2) huruf a PER, yaitu tidak mencantumkan alamat PT I.
! | PAJAK
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% | Contoh FP Terlambat Dibuat dan Tidak Terlambat Dibuat

Contoh 1:

PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CV L yang Faktur Pajaknya seharusnya dibuat pada
tanggal 12 April 2022. PT K membuat Faktur Pajak pada tanggal 13 April 2022 dengan mengisi kolom tanggal Faktur
Pajak 13 April 2022. Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat.

= PT K dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

= Dalam hal CV L merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh 2:
Berdasarkan Contoh 1 pada slide 3.5.1:

PT H melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022, membuat e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur
Pajak 11 April 2022, dan mengunggah (meng-upload) ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14
Mei 2022. e-Faktur tersebut diberikan persetujuan dari DJP

Faktur Pajak yang dibuat oleh PT H tersebut bukan merupakan Faktur Pajak yang terlambat dibuat karena
meskipun diunggah (di-upload) ke DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP pada tanggal 14 Mei 2022, tetapi
tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut sama dengan tanggal saat Faktur Pajak
seharusnya dibuat, yaitu tanggal 11 April 2022.
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¥ | Contoh FP Tidak Dibuat

CV M yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PT N yang Faktur Pajaknya seharusnya
dibuat pada tanggal 20 April 2022. Namun, tanggal pembuatan Faktur Pajak yang tercantum dalam
Faktur Pajak yaitu 20 Juli 2022.

Dengan demikian, Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dianggap tidak dibuat karena
dibuat setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, yaitu
setelah melewati tanggal 19 Juli 2022.

= CV M dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP

= Dalam hal PT N merupakan PKP maka PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut
merupakan Pajak

Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
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